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ABSTRAK 

Menteri merupakan lembaga negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 

Pengangkatan menteri sesuai dengan Undang-undang No 61 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Negara. Pada pemerintahan Prabowo-Gibran, para menterinya 

tergabung dalam Kabinet Merah Putih, dalam kabinet tersebut terdapat beberapa 

menteri yang melakukan rangkap jabatan baik di instansi swasta maupun negeri. 

Dengan adanya menteri yang melakukan rangkap jabatan di era pemerintahan 

Prabowo dapat menyebabkan timbulnya konflik kepentingan yang dapat 

menyebabkan ketidakoptimalan dalam melaksanakan tugas. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedudukan menteri rangkap 

jabatan pada Kabinet Merah Putih yang ditinjau dari UU Nomor 61 Tahun 2024 

Tentang Kementerian Negara  dan perspektif Siyasah Dusturiyah dalam hukum 

Islam.. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach). 

Dalam penyusunan ini data yang diperoleh berasal dari  bahan hukum primer dan 

sekunder. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 23 UU No. 61 Tahun 2024 

secara tegas melarang menteri merangkap jabatan, praktik tersebut masih terjadi di 

Kabinet Merah Putih, seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Erick Thohir, dan 

Zulkifli Hasan. Secara yuridis, kedudukan mereka tidak sah dimata hukum karena 

melanggar undang-undang, namun secara faktual dianggap sah oleh negara. Dari 

perspektif siyasah dusturiyah, rangkap jabatan bertentangan dengan prinsip 

kepemimpinan Islam yang mengutamakan fokus pada amanah, keadilan, dan 

kemaslahatan publik. Oleh sebab itu, penelitian ini menyarankan adanya penegakan 

hukum yang lebih tegas oleh presiden sebagai pemegang hak prerogatif 

pemberhentian menteri, serta revisi UU untuk mencantumkan larangan eksplisit 

bagi wakil menteri. Dengan demikian, integritas dan akuntabilitas pemerintahan 

dapat terjaga sesuai dengan prinsip good governance dan etika politik Islam.   

Kata Kunci: menteri, rangkap jabatan, siyasah dusturiyah 
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ABSTRACT 

Ministers are state officials appointed and dismissed by the President. Their 

appointment is regulated under Law Number 61 of 2024 concerning State 

Ministries. Under the Prabowo-Gibran administration, ministers are part of the 

Merah Putih Cabinet. In this cabinet, several ministers hold dual positions, both in 

private and public institutions. The practice of dual positions among ministers 

during the Prabowo administration can lead to conflicts of interest, potentially 

resulting in suboptimal performance in carrying out their duties.  

This research aims to analyze the legal status of ministers holding dual positions in 

the Merah Putih Cabinet, as reviewed under Law Number 61 of 2024 on State 

Ministries and concept of Siyasah Dusturiyah in Islamic law. The research method 

used is normative juridical with a statute approach and conceptual approach. The 

data used in this study were obtained from primary and secondary legal materials. 

The results indicate that although Article 23 of Law No. 61 of 2024 explicitly 

prohibits ministers from holding concurrent positions, such practices still occur in 

the Merah Putih Cabinet, including figures like Agus Harimurti Yudhoyono, Erick 

Thohir, and Zulkifli Hasan. Legally, their positions are not valid as they violate the 

law, but factually, they are recognized by the state. From the perspective of Siyasah 

Dusturiyah, holding multiple positions contradicts Islamic leadership principles 

that emphasize focus on trust, justice, and public welfare. Therefore, this study 

recommends stricter law enforcement by the president as the holder of prerogative 

rights to dismiss ministers, as well as revising the law to explicitly prohibit vice 

ministers from holding concurrent positions. This would help maintain government 

integrity and accountability in line with good governance principles and Islamic 

political ethics. 

Keywords: ministers, dual positions, siyasah dusturiyah 
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MOTTO 

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. 

Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya 

bersama kesulitan ada kemudahan.” 

(QS. Al-Insyirah: 5-6) 
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sayang, dan kehangatan tak terhingga dalam perjalanan hidup saya. Setiap 

langkah yang saya ambil, setiap impian yang saya kejar, selalu ada kalian yang 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan 

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan 

Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini 

meng- gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya 

adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba‘ B be ب

 Ta‘ T te ت

 Ṡa‘ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J je ج

 Ḥa‘ Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha‘ Kh ka dan ha خ

 Dal D de د 

 Żal Ż ze (dengan titik di atas) ذ 

 Ra‘ R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص
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 Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa‘ Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa‘ Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‗ koma terbalik di atas‗ ع

 Gain G ge غ

 Fa‘ F ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L ‗el ل

 Mim M ‗em م

 Nun N ‗en ن

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Waw W w و

 Ha‘ H ha ه

 Hamzah ‗ apostrof ء

 Ya‘ Y ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

 

 

 

ditulis muta’addidah 

 

 

ditulis ’iddah 

C. Ta‘ Marbûţah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 

 

ditulis ḥikmah 
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ditulis ’illah 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 

lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

dengan h. 

 

 

3. Bila ta’ marbûţah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah 

ditulis t atau h. 

 

D. Vokal Pendek 

 

1. ----  َ  ̄ ---- Fatḥah ditulis a 

2. ----  َ_ ---- Kasrah ditulis i 

3. ----  َ  ---- Ḍammah ditulis u 

 

E. Vokal Panjang 

 

1. Fatḥah + alif 

 

 إستحسان 

ditulis 

ditulis 

ā 

Istiḥsān 

2. Fatḥah + ya’ mati 

 

 

ditulis ā 

 

ditulis Unśā 

ditulis Karāmah al-Auliyā’ 

ditulis Zakāh al-Fiţri 



xi 

 

  أنثى

3. Kasrah + yā’ mati 

 

 العلواين

ditulis 

ditulis 

ī 

al-‘Ālwānī 

4. Ḍammah + wāwu 
mati 

 

 علوم 

ditulis 

ditulis 

û 

‘Ulûm 

 

I. Vokal Rangkap 

1. Fatḥah + ya’ mati 

 غريهم

ditulis 

ditulis 

ai 

Gairihim 

2. Fatḥah + wawu mati 

 

 قول

ditulis 

ditulis 

au 

Qaul 

 

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 ditulis a’antum أأنتم 

 ditulis u’iddat أعدت

 ditulis la’in syakartum إلن شكرمت

 

III. Kata Sandang Alif +Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 

 ditulis Al-Qur’ān القرآن 

 

 ditulis al-Qiyās القياس

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l 

(el)nya. 
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 ditulis ar-Risālah الرسالة

 ’ditulis an-Nisā النساء

 

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 ditulis Ahl ar-Ra’yi الرأي   أهل 

 ditulis Ahl as-Sunnah السنة  أهل 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang 

tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: 

“Negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat)”.1 Oleh karena itu 

segala perlakuan yang dilakukan baik dari pemerintah, penegak hukum dan 

masyarakat agar melaksanakan peraturan yang telah dibuat. 

Pemerintahan yang efisien dan efektif memerlukan struktur yang 

jelas dan terorganisir dengan baik.2 Di Indonesia, struktur kabinet memiliki 

peran krusial dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan 

negara. Presiden sebagai pemimpin sebuah negara dalam menjalankan tugas 

kenegaraannya biasanya dibantu oleh pembantu-pembantunya, yaitu wakil 

presiden dan menteri. Pembantu presiden sendiri adalah pejabat negara yang 

membantu melaksanakan tugas presiden dalam menjalankan 

pemerintahan.3 Sebagai pemipin pemerintahan, presiden mempunyai 

kewenangan konstitusi dalam menentukan dan mengangkat seseorang 

untuk menjadi menteri sesuai dengan bidang atau urusan tertentu dalam 

 
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2 Chriswia Dwi Rani Pinem, dkk, Peran Tata Kelola Sektor Publik Dalam Mendukung 

Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah, Konferensi Nasional Mitra FISIP,  Vol.2:1, Juni 

2024, hlm. 519. 
3 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 

hlm. 257 
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menjalankan tugas pemerintahan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 17 

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kementerian Negara, bahwa4 

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara. 

2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam 

pemerintahan. 

4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian 

negara diatur didalam Undang-Undang. 

Oleh sebab itu, para menteri yang menjadi bagian dalam kabinet 

tersebut menjadi tanggung jawab presiden. Jadi dalam urusan menteri, 

presiden memiliki kewenangan tanpa campur tangan pihak lain. Dengan 

adanya hal tersebut tidak jarang para menteri memiliki jabatan ganda. 

Adapun yang dimaksud dengan jabatan ganda menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), ialah dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh 

seseorang dalam pemerintahan atau organisasi.5  

Jabatan ganda dapat terjadi apabila seseorang yang memiliki dua 

jabatan atau kedudukan dalam suatu organisasi sehingga memiliki tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab lain selain jabatan utama yang 

didudukinya. Jabatan ganda dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya 

konflik kepentingan, yaitu situasi dimana seseorang penyelenggara negara 

yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan dan 

perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi 

 

4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
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atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat 

mempengaruhi kualitas kinerja yang seharusnya.6 Untuk memberikan 

landasan hukum yang jelas, pemerintah mengesahkan Undang-Undang 

Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, yang mengatur 

pembentukan kementerian, tugas, dan wewenangnya, termasuk terkait 

jabatan ganda. Dalam aturan undang-undang sebenarnya sudah mengatur 

tentang larangan menteri melakukan rangkap jabatan. Aturan tersebut 

tertuang dalam Pasal 23 UU No 61 Tahun 2024 tentang Kementerian 

Negara, menjelaskan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai7 : 

a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan 

swasta; atau 

c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran Pendapatan 

Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 

Pada realita sekarang, masih belum sepenuhnya aturan tentang 

adanya larangan menteri untuk merangkap jabatan ditaati oleh pemerintah. 

Di dalam Kabinet Merah Putih era kepemimpinan Presiden Prabowo, masih 

terdapat beberapa menteri yang enggan meninggalkan jabatannya di partai 

politik, oraganisasi maupun diperusahaan yang sebelumnya. Beberapa 

menteri yang melakukan rangkap jabatan antara lain:  

 

6 Tri Wahyuni, Rangkap Jabatan : Batas Antara Hukum dan Etika Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintah. Policy Paper, hlm. 5. 

7 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara. 
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1. Agus Harirmurti Yudhoyono, yang mana saat ini menjabat 

sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan 

Pembangunan Kewilayahan, namun beliau juga merangkap 

sebagai ketua Partai Politik Demokrat8  

2. Erick Tohir yang mana saat ini menjabat sebagai menteri 

Badan Usaha Milik Negara, namun beliau juga merangkap 

sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh 

Indonesia9.  

3. Zulkifli Hasan yang mana saat ini menjabat sebagai Menteri 

Koordinator Bidang Pangan, namun beliau juga erangkap 

sebagai ketua Partai Politik PAN.10 

Dari berberapa contoh yang telah disebutkan, bisa kita ketahui 

bahwa jabatan ganda masih sering dilakukan oleh para menteri dan 

dianggap hal yang lumrah. Padahal hal tersebut tidak etis dilakukan 

mengingat adanya aturan tentang larangan menteri melakukan rangkap 

jabatan, yang dimana seharusnya melakukan pengunduran diri dari jabatan 

sebagai menteri atau meninggalkan jabatan ditempat lain.  

Sebagai sebuah lembaga negara, menteri rangkap jabatan perlu 

dilihat dari berbagai perspektif, salah satunya adalah melalui prinsip siyasah 

 
8 “Profil dan Prestasi AHY”, https://www.demokrat.or.id/profil-prestasi-

ahy/#_ProfildanPrestasi, akses 10 Januari 2025 
9 “Selain Prabowo Sejumlah Anggota Kabinet Merah Putih Juga Pimpin Federasi 

Olahraga”, https://www.tempo.co/olahraga/selain-prabowo-sejumlah-anggota-kabinet-merah-

putih-juga-pimpin-federasi-olahraga-1184402, akses 10 Januari 2025 
10 “Ketua Umum PAN”, https://pan.or.id/ketua-umum-pan-2/, akses 22 Januari 2025 

https://www.demokrat.or.id/profil-prestasi-ahy/#_ProfildanPrestasi
https://www.demokrat.or.id/profil-prestasi-ahy/#_ProfildanPrestasi
https://www.tempo.co/olahraga/selain-prabowo-sejumlah-anggota-kabinet-merah-putih-juga-pimpin-federasi-olahraga-1184402
https://www.tempo.co/olahraga/selain-prabowo-sejumlah-anggota-kabinet-merah-putih-juga-pimpin-federasi-olahraga-1184402
https://pan.or.id/ketua-umum-pan-2/
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dusturiyah yakni sebuah konsep fiqh tentang perundang-undangan negara 

untuk mengetahui apakah putusan tersebut dapat memberikan kemaslahatan 

atau tidak. Sumber – sumber pokok siyasah dusturiyah berasal dari Al-

Qur’an dan Sunnah. 

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa menteri dengan jabatan 

ganda mengalami keterbalikkan dengan aturan dalam kementerian yang 

sudah tertuang dalam Undang-Undang No.61 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Negara. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dari itu penulis 

tertarik untuk melakukan kajian yang dengan judul “Menteri Rangkap 

Jabatan Dalam Kabinet Merah Putih: Tinjau UU No. 61 Tahun 2024 

Tentang Kementerian Negara”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi rangkap jabatan oleh menteri dalam Kabinet 

Merah Putih perspektif UU No. 61 Tahun 2024? 

2. Bagaimana eksistensi rangkap jabatan oleh menteri dalam Kabinet 

Merah Putih perspektif Etika Politik Islam? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan sudah tentu mempunyai tujuan dan 

kegunaan yang menjadi sasaran bagi peneliti, adapun tujuan dan kegunaan 

Penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Tujuan Penelitian 

a) Untuk mengetahui bagaimana eksistensi rangkap jabatan menteri 

dalam UU No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara pada 

Kabinet Merah Putih. 

b) Untuk mengetahui bagaimana eksistensi rangkap jabatan menteri 

dalam Kabinet Merah Putih perspektif Etika Politik Islam 

2. Kegunaan Penelitian 

a) Kegunaan Teoritik 

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap dapat 

memperkaya dan memperluas wawasan , khususnya tentang adanya 

aturan rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri. 

b) Kegunaan Praktis 

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah 

informasi khususnya eksistensi dari jabatan ganda tersebut baik 

dalam UU No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara ataupun 

perspektif Siyasah Dusturiyah. 

D. Telaah Pustaka 

Salah satu tahap penting dalam penyusunan penelitian ini adalah 

tahap telaah pustaka. Peneliti telah melakukan telaah pustaka pada beberapa 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan tema serupa dengan 

penelitian yang peneliti lakukan. Telaah pustaka ini bertujuan untuk 

membandingkan dan juga sebagai bahan kajian dalam penelitian ini. 
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Terdapat beberapa literatur berupa skripsi dan artikel yang peneliti 

dapatkan yang berkolerasi dengan tema atau pembahasan yang sedang 

peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:  

Pertama, artikel yang disusun oleh Fadila Muajaba Kasanah dan 

Dian Suluh Kusuma Dewi, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan judul “Analisis Larangan 

Rangkap Jabatan Menteri Dalam Partai Politik Berdasarkan Undang-

Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008”. Artikel tersebut membahas 

tentang menteri yang merangkap jabatan sebagai pimpinan partai yang 

memungkingkan dapat menimbulkan masalah seperti konflik kepentingan 

dan memastikan bahwa menteri dapat menjalankan tugasnya secara 

independen tanpa pengaruh dari kepentingan partai politik..11 Adapun 

perbedaan dengan skripsi penulis yaitu penulis berfokus pada perspektif 

hukum dan prinsip siyasah dusturiyah dalam melihat eksistensi jabatan 

ganda menteri, serta penerapan UU No. 61 Tahun 2024. 

Kedua, skripsi Amalia Endah Rizky, dari Fakultas Syari’ah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “Analisis 

Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang 

Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Dalam 

skripsi tersebut fokusnya adalah interpretasi terkait Putusan Mahkamah 

 

11 Kasanah, Fadila Muajaba, and Dian Suluh Kusuma Dewi. "Analisis Larangan Rangkap 

Jabatan Menteri Dalam Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 

2008." Journal of Governance Innovation 4.2 (2022): 153-162. 
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Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Rangkap Jabatan Wakil 

Menteri.12 Adapun perbedaan dengan skripsi penulis yaitu penulis berfokus 

pada analisis jabatan ganda pada menteri Kabinet Merah Putih. 

Ketiga, skripsi Krisnanda Maya Sandhi, dari Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia dengan judul “Urgensi Pelarangan Rangkap 

Jabatan Menteri Di Partai Politik”. Dalam skripsi tersebut membahas 

tentang urgensi dan bentuk pelarangan dalam rangkap jabatan yang 

dilakukan oleh menteri di Partai Politik. Hal ini sebagai salah satu upaya 

untuk meningkatkan citra politik13  Adapun perbedaan skripsi penulis yaitu 

penulis berfokus pada eksistensi jabatan ganda dalam perspektif UU No. 61 

Tahun 2024 dan Siyasah Dusturiyah. 

Keempat, skripsi Khudhari Mu’adz Fadhlullah, dari Fakultas 

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul 

“Tinjauan Fkih Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil 

Menteri Berdasarkan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang 

Kementerian Negara”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang larangan 

rangkap jabatan wakil menteri tinjauan fikih siyasah. Adapun perbedaan 

 
12 Amalia Endah Rizky, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-

XVII/2019 Tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Siyasah Dusturiyah” (2022). 
13 Krisnanda Maya Sandhi, "Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri Di Partai 

Politik." (2018). 
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dengan skripsi penulis yaitu penulis menggunakan perspektif Siyasah 

Dusturiyah dalam hukum islam.14 

Kelima, artikel yang disusun oleh Moh. Baris Siregar, Catur Wido 

Haruni, dan Surya Anoraga, dari Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan judul “Analisis Larangan Rangkap Jabatan 

Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia”. Artikel tersebut membahas tentang bagaimana 

pengaturan, implikasi hukum pengaturan rangkap jabatan menteri yang 

berasal dari unsur partai politik serta konsep pengaturan jabatan menteri 

yang ideal di masa mendatang, maka dalam perekrutran menteri dapat 

menggunakan sistem zaken kabinet.15 Adapun perbedaan dengan skripsi 

penulis yaitu penulis berfokus pada eksistensi jabatan ganda menteri dalam 

Kabinet Merah Putih dari perspektif  UU No. 61 Tahun 2024. 

E. Kerangka Teori 

1. Pemisahan Kekuasaan Negara 

Pada dasarnya pemisahan kekuasaan negara bertujuan agar 

membatasi sistem kekuasaan negara. Yang dimana hal ini juga sebagai 

pencegahan adanya penyalahgunaan wewenang di dalamnya, karena 

apabila tidak adanya pembatasan sistem kekuasaan tersebut dapat menjadi 

 
14 Khudhari Mu’adz Fadhlullah, “Tinjauan Fkih Siyasah Terhadap Larangan Rangkap 

Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian 

Negara” 
15 Moh Baris Siregar, Catur Wido Haruni, and Surya Anoraga. "Analisis Larangan Rangkap 

Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan 

Indonesia." Indonesia Law Reform Journal 1.1 (2021): hlm 88-110. 
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pemicu berbagai sumber masalah lainnya yang dapat dilakukan oleh 

pemegang kekuasaan tersebut. Ajaran ini pertama kali dikemukakan oleh 

John Locke. Menurut John Locke yang ditulis dalam bukunya yang bejudul 

“Two Treaties of Godverment”, untuk menghindari terjadinya 

penyalahgunaan kewenangan beliau mengusulkan agar kekuasaan negara 

dibagi menjadi 3 bagian kekuasaan yaitu:16 

1. Kekuasaan legislatif (membuat peraturan dan undang-undang) 

2. Kekuasaan eksekutif (dalam kekuasaan ini juga termasuk 

kekuasaan yudikatif karena dalam ajaran John Locke mengadili 

juga termasuk melaksanakan undang-undang) 

3. Kekuasaan federatif (kekuasaan dalam menjaga keamanan 

negara dan juga melakukan hubungan dilomatik dengan negara 

lain) 

Yang kemudian dalam perkembangan ajaran tentang pembagian 

kekuasaan ini makin dikembangkan oleh ahli hukum yang bernama 

Montesquieu. Ajaran ini juga diterbitkan dalam hasil karya nya yang 

berjudul “L’Esprit des Lois” (The Spirit of Law). Yang dimana menurut 

Montesquieu dalam bukunya dijelaskan bahwa kekuasaan negara dibagi 

menjadi tiga, karena menurutnya ketiga kekuasaan tersebut harus terpisah 

antara satu dengan yang lainnya. Adapun pembagian kekuasaan tersebut 

yaitu:17 

1. Kekuasaan Legislatif (kekuasan membuat undang-undang) 

2. Kekuasaan Eksekutif  (penyelenggaraan undang-undang) 

3. Kekuasaan Yudikatif (kekuasaan memngadili atas pelanggaran 

undang-undang) 

 
16 Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 281 

17 Ibid, hlm. 281  
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Berbeda dengan John Locke yang dimana kekuasaan yudikatif 

dimasukkan ke dalam kekuasan eksekutif, Montesqueiu memandang 

kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Karena 

menurut Montesquieu dalam pekerjaannya sehari-hari sebagai seorang 

hakim, Montesquieu mengetahui bahwa kekuasaan eksekutif itu berlainan 

dengan kekuasaan pengadilan. Sebaliknya oleh Montesquieu kekuasaan 

hubungan luar negeri yang disebut John Locke sebagai kekuasaan federatif, 

dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif.18 Di indonesia tidak secara 

eksplisit menjelaskan bahwa ajaran trias politka dianut, tetapi karena ketiga 

undang-undang dasar menyelami jiwa dari demokrasi konstitusional, maka 

dapat disimpulkan jika Indonesia menganut Trias Politika dalam artian 

pembagian kekuasaan. Hal ini juga terlihat jelas dalam pembagian Bab 

Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya Bab III tentang Kekuasaan 

Pemerintah Negara, Bab VI tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dan Bab IX 

tentang Kekuasan Kehakiman. Kekuasaan Legislatif dijalankan oleh 

Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan eksekutif 

dijalankan oleh presiden dibantu para menteri, sedangkann Kekuasaan 

Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan kehakiman 

lainnya.19 

 

 
18 Ibid, hlm. 283 

19 Ibid, hlm.288 
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2. Teori Konflik Kepentingan 

Secara etimologi, konflik berasala dari bahasa latin yakni Configere 

yang memiliki arti saling memukul. Konflik merupakan sebuah tindakan 

dimana salah satu pihak yang berakibat mengahalangi, mengganggu serta 

menghambat pihak lain. Hal tersebut dapat terjadi antara individu, 

kelompok , bahakan hubungan antara masyarakat setempat. Konflik juga 

dapat didefinisikan sebagai interaksi sosial atar individu maupun kelompok 

yang lebih dipengaruhi oleh persamaan maupun perbedaan.  

Menurut prof Soerjono Soekanto berpandangan bahwa sebuah 

konflik merupakan sebuah proses interaksi sosial yang terjadi antara 

individu maupun kelompok yang berusaha untuk dapat mencapai tujuan 

dengan jalan menentang pihak lain yang menjadi lawan dengan 

menggunakan kekesaran dan ancaman. Konflik kepentingan merupakan 

sebuah situasi dimana seseorang memiliki kepentingan pribadi atau 

hubungan tertentu yang dapat mempengaruhi keputusan dalam menjalankan 

sebuha tugas dengan jujur dan adil. Sedangkan menurut Atmadja Saputra 

terjadinya konflik kepentingan dikarenakan seseorang dalam mengambil 

keputusan hukum, operasional, kebijakan dalam bentuk dan nama apapun 

tidak memihak kepada nilai keadilan, kejujuran, dan kebenaran. 

3. Siyasah Dusturiyah/Etika Politik Islam 

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas 

masalah perundang-undangan. Adapun dalam hal ini konsep-konsep yang 
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juga dibahas antara lain konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi 

syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. 

Kata Siyasah Dusturiyyah terdiri dari dua kata yakni siyasah dan dusturiyah. 

Kata siyasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus dan 

memerintah. Siyasah dapat juga diartikan sebagai pemerintahan keputusan, 

pembuat kebijaksanaan, pengurusan dan pengawasan.20  

Sedangkan kata “dustur” dalam bahasa Persia yang memiliki arti 

“seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. 

Sedangkan dalam Bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya 

menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti 

kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar 

sesame anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang yang tertulis 

(konstitusi) ataupun yang tidak tertulis (konvensi).21 

Secara sederhana siyasah dusturiyah adalah kajian fikih yang 

mengatur hubungan antara pemimpin, lembaga negara dan rakyatnya. 

Sebagaimana pembahasan dalam penelitian kali ini membahas mengenai 

kewenangan kepala otorita dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, 

kepala otorita dalam hal ini dapat diumpamakan sebagai lembaga negara. 

Maka, tepat kiranya penelitian kewenangan kepala otorita dalam penelitian 

ini selain ditinjau dari konsep pemerintahan daerah dalam hukum positif di 

Indonesia, tapi juga ditinjau dari Siyasah Dusturiyyah yang mengatur 

 
20 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UINSA PRESS, 2014). Hlm, 15 
21 Iman Amsuri Jailani, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011). Hlm, 22 
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hubungan antara pemimpin, lembaga negara dan rakyatnya dalam 

pandangan hukum islam.  

Perspektif siyasah dusturiyyah akan digunakan untuk menggunakan 

rumusan masalah kedua, yakni bagaimana eksistensi jabatan ganda menteri 

dalam Kabinet Merah Putih perspektif Siyasah Dusturiyah, perspektif ini 

digunakan agar permasalahan juga terjawab dari kacamata hukum islam. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian yuridis normatif  yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai 

aspek, baik itu dari aspek teori, maupun pasal demi pasal. Kemudian 

mengidentifikasi dengan perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan sumber-sumber dari jurnal, buku, skripsi, website, 

dan artikel-artikel terkait. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian deskriptif-analisis digunakan dalam penelitian ini 

dengan berfokus pada penjelasan sistematis yang membahas materi atau 

fakta yang diperoleh saat penelitian, selanjutnya dilakukan pengkajian data 

yang telah diperoleh dan melakukan analisa menggunakan teori yang 

digunakan. 
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3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari 

berbagai isu yang diteliti. Dengan menggunakan analisis yuridis normatif 

serta pendekatan perundang-undangan (statute approach), penelitian ini 

menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum 

yang sedang diteliti, dan konseptual (conceptual approach) untuk mencari 

jawaban atas penelitian hukum yang sedang diteliti.22 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi 

ini, penyusun menelaah literatur-literatur yang ada dan relevan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti. Mengingat jenis penelitian ini adalah 

penelitian yuridis-normatif atau kepustakaan (library research), maka 

penyusun mencari sumber data yang terkait dengan pokok permasalahan 

yang sedang diteliti antara lain sebagai berikut:23 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang utama dan 

mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam 

menyusun penelitian ini sebagai berikut Dalam penyusunan 

penulisan ini yang menjadi data primer adalah Undang-Undang 

1945, Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian 

 
22 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Matara University Press, 2020). hlm. 

hlm. 56-57. 
23 Ibid, hlm. 62 
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Negara, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-

XVII/2019. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi hukum yang 

berupa dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder 

yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut : 

a. Buku-buku teks penunjang ahli hukum 

b. Jurnal hukum, skripsi, dan tesis 

c. Karya ilmiah hukum yang relevan dengan penelitian 

5. Analisis Data 

Teknik analisis adalah suatu metode ataupun cara untuk mengolah 

sebuah data menjadi sebuah informasi yang kemudian data tersebut jadi 

mudah dipahami dan juga bermanfaat. Analisis data juga berarti suatu 

kegiatan yang dilakukan dalam penelitian yang dimana nanti dapat 

dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Penelitian ini di 

analisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang  dimana 

penulis menganalisis bahan hasil penelitian berdasarkan pada 

pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta  yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang 

disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan sebagai berikut: 
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Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah Pustaka, 

kerangkat teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, Landasan Teori, memaparkan teori yang akan digunakan 

dalam penelitian ini yakni teori negara hukum, teori pembagian kekuasaan, 

dan teori siyasah dusturiyah. 

Bab ketiga, menjelaskan bagaimana praktek rangap jabatan yang 

dilakukan oleh menteri dari kabinet Merah-Putih dan menjelaskan 

bagaimana eksistensi dari menteri yang melakukan rangkap jabatan dalam 

kabinet Merah-Putih. 

Bab keempat, memuat Penelitian Dan Pembahasan, meliputi data 

penelitian, serta analisa peneliti terkait menteri dengan jabatan ganda dlam 

kabinet merah putih tinjauan uu no 61 tahun 2024. 

Bab kelima, pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran yang berisikan tentang rekomendasi yang ditujukan 

kepada para pihak yang bersangkutan. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Seperti yang telah dijelasakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat kita 

ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kementerian negara terutama 

dalam kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo-Gibran, Prabowo 

tidak ada memberi larangan terhadap menterinya untuk merangkap 

jabatan. hal itu bisa kita lihat pada kabinet Merah Putih saat ini, dimana 

masih terdapat beberapa menteri yang melakukan rangkap jabatan 

tersebut. Menteri yang merangkap jabatan dalam Kabinet Merah Putih 

jika dilihat pada Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang 

Kementerian Negara, secara yuridis kedudukan menteri tersebut tidak 

sah secara hukum karena sudah melanggar Undang-Undang. Undang-

Undang yang dilanggar yaitu pasal 23 yang berbunyi menteri dilarang 

rangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris dan direksi pada 

perusahaan negara/swasta, pimpinan organisasi yang dibiayai oleh 

APBN/APBD dan pasal 24 yang berbunyi menteri yang melanggar 

ketentuan larangan rangkap jabatan sebagai mana yang dimaksut dalam 

pasal 23, harus diberhentikan oleh presiden. Tetapi pada kenyataannya 

keberadaan menteri yang melakukan rangkap jabatan di kabinet Merah 

Putih sampai saat ini menteri tersebut masih menjabat. Menteri yang 

merangkap jabatan juga sudah merampas hak orang lain, karena jabatan 
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yang ia rangkap seharusnya juga bisa diisi oleh orang lain, karena setiap 

orang memiliki kesempatan yang sama.  

2. Dalam Siyasah Dusturiyah adanya praktik rangkap jabatan dalam 

kementerian atau wazir hal itu tidak dibenarkan, karena hal tersebut 

tidak sesuai dengan etika pemimpin Islam untuk tidak mendominasi 

kekuasaan, yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan potensi 

terjadinya kezaliman dan kesewenang-wenangan dalam kekuasaan.  

Dan juga hal ini dikarenakan seorang pemimpin Islam yang ber akhlak 

baik selalu berpegang teguh terhadap etika dan moral sebegaimana 

sudah dijelaskan dan tertuang didalam Al-Qur’an dan sunnahnya, serta 

mematuhi segala peraturan yang sudah ada yakni dalam hal ini adalah 

UU Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementrian Negara.   

B. Saran 

1. Para menteri diharapkan bisa untuk lebih fokus terhadap negara, dan 

tidak membagi waktunya terhadap hal lain. Seharusnya menteri yang 

dipilih lebih mengedepankan kepentingan rakyat, mengingat 

kepercayaan masyarakat terhadap menteri sangat tinggi. Dan 

diharapkan bisa untuk tidak melakukan rangkap jabatan karena hal 

tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang ada  dan 

dikhawatirkan bisa menyebabkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. 

2. Presiden diharapkan untuk lebih mempertimbangkan undang-undang 

kementerian negara serta diperlukan perbaikan atau pembaharuan 

terhadap Undang-undang Kementerian Negara agar membahas lebih 
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rinci tentang larangan rangkap jabatan menteri dan juga diharapkan 

supaya wakil menteri dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 

terkait larangan rangkap jabatan juga dicantumkan kedalam aturan 

tersebut. Serta diharapkan dapat lebih tegas terhadap sanksi yang harus 

di terima oleh para menteri ketika  melanggar aturan tentang rangkap 

jabatan tersebut.  

3. Dalam siyasah dusturiyah juga mengatur adanya pelarngan rangkap 

jabatan tersebut karena dapat menimbulkan kemudharatan. Seharusnya 

seorang pemimpin yang paham akan etika politik islam mengerti apakah 

rangkap jabatan itu sesuai dengan kaidah yang ada atau tidak. Karena 

akhlak seorang pemimpin yang baik yaitu taat pada aturan yang ada. 

Jadi diharapkan jika terjadi ketidaksesuaian pada menteri yang 

melakukan rangkap jabatan harus siap untuk mengundurkan diri, karena 

sudah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Kementerian 

Negara. 
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